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KATA PENGANTAR 
  

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa 

atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat 

menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018,  

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja 

dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah 

ditetapkan pada tahun 2018 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di 

Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, 

akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat.   

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan 

pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan 

meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat.  

 

  Singaraja, 30 September  2019 
Kepala Dinas Perdagangan dan  Perindustrian 

Kabupaten Buleleng 
 
 
 

Drs. Ketut Suparto, MMA 
NIP. 19591213 198503 1 211 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat 

penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu instansi kepada atasan langsungnya. 

Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu 

instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dimilikinya. Perjanjian Kinerja ini  kemudian disusun dan ditetapkan dalam bentuk 

dokumen Perjanjian KInerja, dimana dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu dokumen 

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target 

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disebutkan 

bahwa Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksankan program dan kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinjerja. 

Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diamanatkan pada setiap akhir 

tahun masing-masing instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara 

harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiny dalam bentuk Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengarahkan setiap lembaga pemerintah menyususn  

akuntabilitas kinerja, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Revieu atas Laporan Kinerja. 

Sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Buleleng berkewajiban menyusun dan menyampaikan Perjanjian Kinerjanya kepada instansi 

yang berwenang. Secara teknis, penyusunan Perjanjian Kinerja tidak hanya untuk Pejabat 

struktural  tingkat atas seperti pejabat setara eselon II, namun juga untuk pejabat eselon III, 

eselon IV, dan staf. Dengan demikian, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Dinas 

Perdagangan dan Perindustian Kabupaten Buleleng  wajib menyusun dan menetapkan Perjanjian 

Kinerja.  

Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. 

Selain itu, Perjanjian KInerja ini mengacu pada Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018. 

 



 

2 

1.2 Dasar Hukum 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyususnan 

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2018, 

antara lain: 

a) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

b) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

c) Peraturan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2008 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator  Kinerja Utama  di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

d) Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan  Kinerja dan Tata 

Cara Review atas Laporan Kinerja. 

 
1.3 Tugas, Fungsi  dan  Struktur Organisasi 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng merupakan SKPD  yang 

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi 

maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang pelaksanaannya 

berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai  perwujudan dan penjabaran 

dari  Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan 

dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng 

untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap 

tahun sebagai bahan evaluasi kinerja. 

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagaimana diuraikan dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 

2016 tentang  Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

sebagai berikut : 
 

1. Tugas Pokok 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan 

Perindustrian. 

2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Buleleng  menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
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a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan  bidang perindustrian. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan  bidang perindustrian. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

1.3.2  Struktur  Organisasi  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Buleleng 

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Buleleng sesuai dengan Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Bagan susunan Struktur 

organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Perencanaan 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Perdagangan 

a. Seksi Bina Usaha dan Distribusi 

b. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan  

c. Seksi Promosi Ekspor dan Impor 

4. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga 

a. Seksi Pengawasan 

b. Seksi Metrologi 

c. Seksi  Fasilitas Tertib Niaga 

5. Bidang Perindustrian 

a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga 

b. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana, dan Pengembangan Industri 

c. Seksi Promosi dan Pengenalan Produk Industri 

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

a. Seksi  Data, Pemetaan  dan Pelaporan 

b. Seksi  Pengawasan  

c. Seksi Pengendalian 

7. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) 
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Struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan  Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng 
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1.4 Tujuan Perjanjian Kinerja 

Adapun yang menjadi tujuan umum dari Perjanjian Kinerja dini adalah: 

a) Identifikasi untuk pencegahan KKN di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Buleleng; dan 

b) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan 

dan akuntabel atau clean govermance. 

Sedangkan tujuan khusus Perjanjian Kinerja, antara lain: 

a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah 

sehingga terdapat keseriusan dalam menjalankan amanah tersebut; 

c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; 

d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 

e) Sebagai salah satu dasar pemberian reward  atau penghargaan dan saksi. 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

BAB II PERJANJIAN KINERJA 
 

2.1 2.1 Tujuan dan Sasaran  

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,  SEJAHTERA  DAN BERDAYA SAING 

BERLANDASKAN TRI HITA KARANA” dan untuk menjalankan misi yang akan 

dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan 

pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan 

sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran 

melalui  pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian 

Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu 

untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang 

telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam 

rangka merealisasikan Misi.  

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga 

sasaran  harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur 

dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). 

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima 

tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui 

pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung 

tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada 

tahun 2018 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018. 

 

2.2 Indikator dan Target Kinerja 

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang  melaksanakan 

program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator 

kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena 

merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai 

keberhasilan maupun  kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam 

rangka  mencapai Visi dan Misinya. 
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Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang  menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.  Indikator Kinerja dapat 

memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara  kualitatif, mengenai apa yang 

akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah 

tercapai. Indikator Kinerja juga  menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala 

atau dimensi tanpa  menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu 

unit kerja  atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, 

sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja 

di bawahnya. 

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah  Kabupaten Buleleng 

menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan  menggambarkan ukuran 

keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh 

unit kerja pendukungnya.  Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar 

gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan 

rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. 

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah  diharuskan pula untuk 

menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan  sumber daya yang dikelola dan 

anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan  ukuran kuantitatif dari setiap indikator 

kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan  program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.   

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu  Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 sebagai Perjanjian Kinerja 

yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja) 
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BAB III 

PENUTUP 

BAB III PENUTUP 
 

 Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kabupaten Buleleng 

ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng . Dengan demikian perjanjian kinerja ini 

menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima 

amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian 

terhadap pejabat tersebut. 

 Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan 

dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala 

Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya 

dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

atasanya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun 

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil 

yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini 

merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus 

dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan 

tindak pidana korupsi. 

 

 

Singaraja, 30 September  2019 
Kepala Dinas Perdagangan dan  Perindustrian 

Kabupaten Buleleng 
 
 
 

Drs. Ketut Suparto, MMA 
NIP. 19591213 198503 1 211 



 

 

 



Nama : Drs. KETUT SUPARTO, MMA
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA,ST
Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PUTU AGUS SURADNYANA,ST Drs. KETUT SUPARTO, MMA
NIP. 19591231 198503 1 211 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Singaraja, 30 September 2019
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  

Jalan Melur No. 31 Singaraja 81116  Telp. (0362) 21643, Fax. (0362) 32143 



No. Target

1 76,00%

2 75,29%

No. Anggaran (Rp.) Keterangan 

1.             530.176.860,00  APBD 

2.               77.264.000,00  APBD 

3.               45.649.600,00  APBD 

4.          5.190.978.001,00  APBD 

5.             107.231.400,00  APBD 

6.               97.352.000,00  APBD 

7.             164.020.800,00  APBD 

8.               48.685.400,00  APBD 

9.             265.849.010,00  APBD 

6.527.207.071,00         

Bupati Buleleng Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA,ST Drs. KETUT SUPARTO, MMA
NIP. 19591231 198503 1 211 

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Total

Singaraja, 30 September 2019

Program 

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya jumlah dan daya saing
UMKM, koperasi, dan kelompok
pedagang

Persentase kelompok binaan yang berhasil

Berkembangnya industri berbasis
komoditas unggulan daerah

Persentase pertumbuhan industri
pengolahan pada PDRB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULELENG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
















































































































































